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ABSTRAK

Hadirnya RCEP di Indonesia memunculkan respon dari masyarakat sipil di Indonesia yang
memiliki komitmen untuk mengkritisi isu-isu perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian
investasi internasional yang dapat memarjinalkan hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, serta
memastikan bahwa pemerintah memberikan tanggung jawabnya terhadap pemberian
perlindungan bagi kepentingan rakyat dari kepentingan korporasi dalam liberalisasi ekonomi.
Tujuan penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai respon yang diberikan oleh IGJ
sebagai masyarakat sipil di Indonesia terhadap RCEP di Indonesia Tahun 2022. Metode
penelitian yang digunakan penelitian ini ialah metode analisis deskriptif. Sumber data yang
diperoleh oleh peneliti pada penelitian ini berupa sumber data sekunder dengan teknik
pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan sumber data primer dengan teknik
pengumpulan data melaksanakan wawancara dengan direktur eksekutif IGJ yang dilakukan
secara virtual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori advokasi sebagai alat pisau
analisis mengenai upaya IGJ dalam merespon RCEP di Indonesia tahun 2022, dengan

menggunakan tiga dimensi yaitu pertama strategi yang dilakukan oleh IGJ dalam kerja sama

dengan masyarakat sipil lain untuk membahas statement dari masing-masing masyarakat sipil

untuk melaksanakan sebuah aksi, kedua mobilisasi IGJ melakukan kerja sama dengan

masyarakat sipil lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menolak RCEP di Indonesia,

ketiga IGJ bersama koalisi dan jaringan lain melaksanakan strategi kampanye yang telah

disusun.

Kata Kunci : Respon, Indonesia for Global Justice (1GJ) Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP), Indonesia
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ABSTRACT

The presence of RCEP in Indonesia triggers criticism from civil society in Indonesia who
are committed to criticizing the issues of free trade agreements and international investment
agreements that can marginalize the rights that should be owned by the people, and ensure
that the government gives its responsibility to provide protection for the interests of the
pf‘.cple from corporate interests in economic liberalization. The purpose of this research is to
discuss and analyze the response given by IGJ as a civil society in Indonesia to RCEP in
Indonesia in 2022. The research method used in this research is descriptive analysis method.
The data sources obtained by researchers in this study are secondary data sources with data
collection techniques using literature study techniques and primary data sources with data
collection techniques carrying out interviews with IGJ executive directors conducted
virtually. In this study, researchers used advocacy theory as a tool for analyzing IGJ's efforts
in responding to RCEP in Indonesia in 2022, using three dimensions, namely the first
strategy carried out by IGJ in collaboration with other civil society to discuss statements
from each civil society to carry out an action, second IGJ mobilization cooperates with other
civil societies that have the same goal of wanting to reject RCEP in Indonesia, third IGJ
together with other coalitions and networks implement the campaign strategy that has been
prepared.
Keywords: Response, Indonesia for Global Justice (IGJ) Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP), Indonesia
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini hukum perjanjian internasional telah banyak mengalami pergeseran
akibat berkembangnya hukum internasional. Pola hubungan lintas batas mengharuskan
kita memahami mengenai perjanjian internasional karena pengaruh dari adanya
globalisasi di bidang perdagangan investasi dan munculnya pasar bebas. Negara-negara
ASEAN memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan bebas,
Kawasan Perdagangan Bebas (Asean Free Trade Area/AFTA) merupakan salah satu
wujud dari adanya kesepakatan negara-negara asean untuk membentuk perdagangan
bebas agar meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional Asean. Kawasan
Perdagangan bebas (Asean Free Trade Area/AFTA) muncul pada tahun 1992 yang
dibentuk saat digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-4 di Singapura,
yang secara resmi telah ditandatangani AFTA dengan memiliki enam anggota yaitu
Indonesia, Brunei, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Salah satu wujud
adanya pembentukan AFTA dengan terciptanya Negara Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) dengan berkomitmen untuk menghapus kuota dan hambatan non tarif
lain yang mampu menghambat arus barang impor yang dilakukan oleh sesama negara
anggota Asean dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan dengan menurunkan
tarif bea masuk atas barang-barang yang diperdagangkan (Sukmana, 2019).

Negara-negara mitra di Kawasan Asia Timur dengan ASEAN telah memiliki
perjanjian perdagangan bebas dan memiliki hubungan baik dalam perdagangan dan
ekonomi yang telah berkembang satu sama lain. Selain banyaknya perjanjian
perdagangan bebas antara ASEAN dan negara-negara mitra tersebut juga terbentuk

RCEP untuk membentuk persetujuan antara ASEAN dan negara-negara mitra agar lebih



modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership
(Sitinjak, 2019). RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) digagas oleh
Indonesia saat Indonesia menjadi ketua Asean pada tahun 2011. Indonesia mengagas
RCEP untuk merespon desakan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang yang
menjadi anggota Mitra Wicara FTA (Free Trade Agreement), dimana kedua mitra ini
mendesak Asean untuk membentuk FTA yang mengikutsertakan seluruh anggota Mitra
FTA-nya. Sehingga Indonesia pada akhir masa jabatannya menjadi pemimpin ASEAN
pada tahun 2011 Indonesia berhasil meyakinkan anggota Asean untuk bersama-sama
menjadikan RCEP sebagai inisiatif dari ASEAN dan mengusulkan inisiatif tersebut ke
seluruh Mitra Wicara FTA-nya. (Gultom, Perjanjian Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP: Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya, 2020)
Sebelumnya peneliti ingin menjelaskan mengenai RCEP, RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership) merupakan sebuah usulan yang dicetuskan oleh
ASEAN dalam bidang perjanjian internasional perdagangan bebas dimana tujuan
dibuatnya RCEP agar meningkatkan komitmen perdagangan yang telah dibangun
diantara negara-negara anggota dan negara mitra perjanjian perdagangan bebas (Free
Trade Agreement/FTA) (Maulana, 2021). Pada tanggal 15 November 2020 perjanjian
perdagangan bebas RCEP telah ditandatangani dengan diselenggarakan oleh Menteri
Ekonomi/Perdagangan negara anggota RCEP secara virtual di tengah pandemi Covid-
19 yang disaksikan oleh masing-masing 15 negara anggota RCEP, adanya pandemi
Covid-19 terus menekan perekonomian dunia sehingga membuat 15 negara anggota
RCEP mampu mewujudkan komitmennya dalam menyelesaikan perundingan RCEP
yang telah berlangsung selama delapan tahun. RCEP memiliki 15 negara anggota yaitu
10 negara anggota ASEAN dan lima negara mitra Wicara FTA vyaitu negara ASEAN

(Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Republik

2



Demokratik Rakyat Laos, Brunei Darussalam dan Kamboja) dan Negara Mitra meliputi
(Jepang, Korea Selatan, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru).
RCEP menyelenggarakan proses perundingannya sebanyak 23 kali dan melewati
berbagai tantangan karena dilihat dari negara anggotanya yang beragam dimana terdapat
negara berkembang menjadi negara mayoritas dan negara maju sehingga setiap negara
memiliki kepentingan berbeda antar 15 negara anggota. Negara berkembang yang
menjadi negara anggota RCEP masih membutuhkan pembangunan ekonomi yang cukup
tinggi, negara tersebut seperti Kamboja, Laos dan Myanmar. Sedangkan negara mitra
FTA anggota RCEP yang telah menjadi kategori negara maju yaitu Jepang, Korea,
Selandia Baru dan Australia (Gultom, Perjanjian Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP: Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya, 2020).
Setelah ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas tersebut pemberlakuan
Perjanjian RCEP akan dilaksanakan jika enam negara anggota ASEAN dan tiga negara
mitra dagang ASEAN telah menyerahkan dokumen ratifikasi RCEP di negaranya kepada
Sekretariat Jenderal ASEAN. Negara-negara anggota yang telah berhasil meratifikasi
RCEP dan menyerahkan dokumen ratifikasinya yaitu Kamboja, Laos, Brunei
Darussalam, Thailand, Singapura dan Myanmar, serta lima negara mitra lainnya yakni
China, Australia, Jepang, Korea Selatan dan New Zealand (putri, 2021). Indonesia yang
menjadi pencetus adanya RCEP baru meratifikasi perjanjian perdagangan bebas RCEP
(Regional Comprehensive Economic Partnership) pada 30 Agustus 2022 saat sidang
paripurna DPR RI (Indonesia for Global Justice, 2022). Ratifikasi RCEP pada 30
Agustus 2022 akan segera melakukan notifikasi kepada Sekretarian ASEAN dan secara
paralel menyelesaikan peraturan pelaksanaannya, pasca ratifikasi tersebut para Menteri

ekonomi ASEAN telah melakukan pertemuan yang perdana di Kamboja yang membahas



mengenai implementasi RCEP dan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
integrasi kawasan (Kurniati, 2022).

Indonesia sebagai negara yang mencetuskan adanya perjanjian perdagangan
Internasional (RCEP) sangat dianggap oleh pemerintah Indonesia akan memberikan
keuntungan dan meningkatkan integrasi kawasan perekonomian negara tersebut
menimbulkan penolakan dari beberapa Masyarakat Sipil di Indonesia yang berfokus dan
berkomitmen untuk mengkritisi isu-isu perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian
investasi internasional yang menindas hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, dan
memastikan bahwa negara menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi
kepentingan rakyat dari agenda korporasi dalam liberalisasi ekonomi (Rakhmat syarip,
2021). Salah satu masyarakat sipil yang ada di Indonesia yaitu Indonesia for global
Justice. Indonesia for global justice dibentuk untuk mengatasi masalah liberalisasi
perdagangan global yang didirikan dengan difasilitasi oleh INFID dan beberapa anggota
individu koalisi LSM Indonesia tentang WTO (KOP-WTO). Indonesia for Global Justice
bekerja untuk memantau dan menanggapi pada isu-isu liberalisasi perdagangan global
dan isu-isu prioritas yang berkaitan dengan perdagangan yaitu WTO (Organisasi
Perdagangan Dunia), kebijakan perdagangan nasional (Investasi, fasilitas perdagangan,
dan kebijakan persaingan), Perjanjian Perdagangan Bebas, ASEAN dan G20 yang
dilakukan dengan berjejaring dengan berbagai organisasi masyarakat sipil nasional dan
internasional (justice, 2022).

Indonesia For Global Justice (1GJ) sejak dilaksanakan perundingan pertama kali
telah mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak meratifikasi Perjanjian RCEP
dimana sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 11 ayat (2) UUD RI sebagaimana yang
dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV1/2018 tentang UU No.

24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, pemerintah Indonesia belum



melakukan kajian analisis mendalam mengenai dampak perjanjian RCEP yang dilakukan
secara komprehensif dan dipublikasikan hasilnya kepada publik luas yang dapat menjadi
dasar dalam mengambil keputusan DPR RI untuk menyetujui atau menolak terhadap
ratifikasi RCEP. Desakan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan
Ekonomi (Koalisi MKE) ini didasari oleh hasil kajian awal yang dilakukan mengenai
dampak Perjanjian RCEP (Justice, 2021)

Indonesia for Global Justice (IGJ) melihat jika perjanjian RCEP diterapkan di
Indonesia dapat menimbulkan dampak yang cukup merugikan bagi masyarakat
Indonesia yaitu pertama, bagi liberalisasi barang akan semakin mendapatkan ruang yang
sangat besar namun akan lebih memperburuk neraca perdagangan ASEAN termasuk
Indonesia. Kedua, pengaturan RCEP pada bab investasi daftar reservasi memiliki potensi
tidak efektif untuk melindungi kepentingan nasional,aturan pengecualian akan tetap
berpotensi merugikan negara dimana memuat perlindungan untuk investor. Ketiga,
dalam Bab Pergerakan Orang menjelaskan akan membuka Inter-Corporate Transfer
(ICT) pengaturan RCEP lebih menggunakan pekerja asing yang lebih berbakat untuk
menunjang keefektifan penggunaan teknologi di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan
bagi pekerja Indonesia akan semakin berkurang karena pekerja hanya akan diukur dari
kepemilikan sertifikasi dan kegagalan alih teknologi jika tidak memenuhi kriteria yang
ditentukan maka kecil kemungkinan untuk dipekerjakan. Keempat, RCEP akan
memberikan hak eksklusif terhadap investor melalui bab perlindungan investasi,
sehingga akan menimbulkan kerugian negara akibat mahalnya biaya kompensasi dan
biaya litigasi atas tuntutan investor di arbitrase internasional. Kelima, Akibat pandemi
COVID-19 membuat perempuan pekerja maupun perempuan pemimpin serikat
pekerja/buruh mengalami pengurangan jam Kerja, ratifikasi RCEP juga akan memicu

upah rendah dan fleksibiltas pasar tenaga kerja sebagai daya saing untuk menarik
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investor sehingga perempuan yang bekerja di sektor industri ekspor dan infor akan
semakin rentan. Keenam, dalam bab Hak Kekayaan Intelektual perjanjian RCEP akan
menimbulkan dampak yang dapat melebihi ruang ekonomi, sehingga dalam kerangka
perlindungan HaKI masih harus dirumuskan, dibahas dan diolah karena perjanjian
tersebut akan mengubah secara substansi IPR di wilayah domestik untuk akses pasar dan
manajemen risiko. Ketujuh, Ratifikasi RCEP juga akan mengancam petani Indonesia,
karena petani Indonesia dipaksa bersaing dengan modal rendah dan luasan lahan sempit
sehingga membuat peran petani berkurang sebagai produsen pangan padahal pada masa
pandemi terbukti bahwa sistem pangan berbasis lokal lebih kokoh daripada sistem
pangan yang dikuasai oleh korporasi (Justice, 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas, jika perjanjian perdagangan bebas RCEP
(Regional Comprehensive Economi Partnership) di ratifikasi, berdasarkan pandangan
Pemerintah Indonesia RCEP akan menguntungkan bagi negara dan untuk meningkatkan
integrasi kawasan, namun RCEP akan merampas hak Masyarakat dan sangat merugikan
negara termasuk masyarakat Indonesia sehingga penulis tertarik untuk meneliti
permasalahan ini. Penulis mengambil judul “Upaya Indonesia for Global Justice dalam
Merespon RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) di Indonesia

Pada Tahun 2022”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti
merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Upaya Indonesia

for Global Justice dalam Merespon RCEP di Indonesia Pada Tahun 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya Indonesia

for Global Justice merespon RCEP di Indonesia pada tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun
manfaat praktis, yaitu:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis sebagai
pengembangan Ilmu Pengetahuan Hubungan Internasional dan informasi untuk para
pembaca terkhusus dalam bidang perjanjian perdagangan Internasional mengenai

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik
bagi penulis sendiri dalam menjelaskan respon yang diberikan Indonesia
for Global Justice(1GJ) terhadap RCEP tahun 2022 yang tidak seharusnya

di implementasikan dan di tolak di Indonesia serta menerapkan ilmu dan



teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam materi Non-
Government Organization (NGO).

Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa Ilmu
Hubungan Internasional serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk
melakukan penelitian selanjutnya dengan peneleitian yang sama khusunya
dalam upaya IGJ dalam merespon RCEP di Indonesia tahun 2022.

Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu
pengetahuan bagi masyarakat mengenai upaya 1GJ dalam merespon

RCEP di Indonesia pada tahun 2022.
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